WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

KEBLIAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

Menmbang: a.

Mengingat

i

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis
Akrual Pada Pemerintah Daerah serta berdasarkan Pasal 3
hurul ¢ Peraturan Menteri Dalam Neperi Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
perlu mengatur lebih lanjut mengenai Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kota Banda Aceh;

bahwa Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 32 Tahun 2013
tentang Kebiyjakan Akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh
sudah tidak sesual dengan keadsan dan perkembangan
peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Banda Aceh tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kota Banda Aceh;

. Undang-Undang Nomor & (Drt) Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 1093);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia
Nomor 4286 secbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Discase
2019 (Covid-19) danfatau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atay  Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-
Undang [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Momor &7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Mormor 6485);
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Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara ([Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 6485);

. Undang-Undang Nemor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan  dan  Tanggung jawab Keuangan Negara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomaor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomaor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 4633);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuanpan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor | Tahun 2022 tentang Hubungan

Kruangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11
Banda Acch (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3247);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ([Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Taehun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis
Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasilikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Peraturan Mernteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan HKewangan Daerah
(Berita Negara Republik Indenesia Tahun 2020 Normor 1T81);

15, Qanun Kota Banda Aceh Nomor | Tahun 2007 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 1] sebagaimana telah diubah
dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Penpelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daersh Kota Banda Aceh Tahun 2012
Nomor 3 Seri A Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.

3. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan,
pengulkuran, pengklasifikasian, pengiktisaran transaksi
dan kejadian  kKeuangan, penyajian  laporan, serta
penginterprestasian atas hasilnya.

4. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota yang selanjutnya
disingkat KA adalah prinsip-prinsip dan aturan-aturan
akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan
penyajian  laporan keuangan Pemerintah Kota Banda
Aceh.

5. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Kota adalah
konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar
Akuntansi Pemerintah Kota Banda Acch, penyusunan
laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan
keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu
masalah yang belum diatur dalam Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kota Banda Aceh,

6. Kebijakan Akuntansi berbasis akrual adalah Kebijakan
Akuntansi yang mengakui pendapatan, beban, aset,
utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis
akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan
pembiayaan berhasis yang ditetapkan dalam APBK;

7. Kehijakan Akuntansi berbasis kas dan akrual adalah
Kebijakan Akuntansi vang mengakui pendapatan, belanja,
dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui mengakui
aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual.

8. Sistem...... ﬁ
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Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh adalah
rangkaian  sistematik  dari  prosedur, penyelenggara,
peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi
akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan
pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota
Banda Aceh.

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota [APBK) adalah

rencana keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk
tahun tertentu yang memuat rencana pendapatan dan
pengeluaran vang dibahas dan disetuyjui bersama oleh
Pemerintah Kota Banda Aceh dan DPRK,

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui
pengarub  transaks: dan  peristiwa lainnya pada saat
transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan
saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui
pengarith transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas
atau setara kas diterima atau dibayar.

Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria
pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan
akuntansi schingga akan menjadi bagian yang melengkapi
unsur ase¢t, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja,
pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, scbapaimana
akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan
vang bersangkutan,

Pengukuran adalah proses penetapan nilai vang untuk
mengakni dan memasukkan setiap pos dalam laporan
keuangan:

Penpgungkapan adaiah laporan keuangan yang menyajikan
secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
Laporan Realisasi Anggaran yang sclanjutnya disingkat
LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi
pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan daerah,
dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, vyang
masing-masing diperbandingkan dengan anggaran dalam
satu periode tertentu,

Laporan Perubahan BSaldo Anggaran Lebih yang
sclanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang
menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL
tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA,
koreksi dan SAL akhir.

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO
adalah laporan vang menyajikan informasi mengenai
seluruh kepiatan operasional Keuangan entitas pelaporan
vang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan
surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan
vang penyvajiannya  disandingkan dengan  periode
sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat
LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai
perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal,
surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

MNeraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi
keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang
dan ekuitas dana pada tanggal tertentu,
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masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang,
termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan
untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan
sumber-sumber daya vyang dipelihara karena alasan
sejarah dan budaya.

32. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa
lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar
sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

33. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah
daerah.

34, Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi
agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan
entitas menjadi sesual dengan yang seharusnya,

35. Penyesuaian adalah tranzaksi penyesualan pada akhir
pericde untuk menpakui pos-pos seperti persediaan,
piutang, utang dan vang lain vang berkaitan dengan
adanyn perbednan waktu pencatatan dan yang belum
dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang
berjalan.

36. Bapan Akun Standar yang selanjutnva disingkat BAS
adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi
keunangan yang disusun secara sistematis  sebagal
pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan
keuangan pemerintah daerah.

37. Konsolidasi adalah proses penggabunpgan antara akun-
akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan
dengan entitas pelaporan lainnyva, dengan mengeliminasi
akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu
entitas pelaporan konsolidasian.

38. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan
keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan
laporan keuangan entitas akuntansi sehinggs tersaji
sebagai satu entitas “unggal.

BAB I
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 2
Kebijakan akuntansi Pemerintah Kota dibangun atas dasar
Kerangka Konseptual Kebijjakan Akuntansi yang mengacu pada
Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 3
Kebijakan akuntansi Pemerintah Kota terdin atas prninsip-
prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan
praktik-praktik spesifik vang dipilih dalam penyusunan dan
penyajian laporan keuangan.

Pasal 4
Kebijakan akuntansi Pemerintah Kota bertujuan sebagai berikut:
a. Penvajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam
meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik
terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas
akuntansi:

b. Penyajian ..... 0\!’-}&
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Laporan Arus Kas vang selanjutnya disingkat LAK adalah
laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber,
penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu
pericde akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada
tanggal pelaporan.

Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya
disingkat CalLK adalah laporan yang menyajikan informasi
tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas
nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO,
LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan vang
memadai,

.Batuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah
daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah vang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara
umum daerah.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengpuna
anggaran/pengguna barang yvang wajib menyelenggarakan
akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk
digabungkan pada entitas pelaporan.

. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri

dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas
pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undanpgan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas
Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang
menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar
kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah vang
diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar
kembali.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas
Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih
dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah
daerah.

Beban adalah penurunan manfaat ckonomi atau potensi
jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ckutas,
yvang dapat berupa pengeluaran atau kensumsi asct atau
timbulnya kewajiban.

Pembiayaan Dacrah adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai
dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat
dan peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi
dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat
diperoleh, baik oleh  pemerintah  daerah maupun

masyarakat .....
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. Penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk Pemerintah Kola

Banda Aceh dalam memenuhi tujuan akuntabilitas
scbagaimana  ditetapkan oleh peraturan  perundang-
undangan;

Fenvajian Neraca Pemerintah Keta dalam rangka memenuhi
tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan;

Penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi
historis mengenai perubshan kas dan setara kas Pemerintah
Kota dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan
aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan,
dan non anggaran selama satu periode akuntansi; E
Penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan
Atas Laporan Kevanpgan yang memuat hal-hal vang
mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal
dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang matenial
antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar vang
merineci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk
dijelaskan;

Dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam
akuntansi aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan,
belanja, dan pembiayaan serta penyajiannya dalam laporan
keuvangan;

Perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan
kebijakan akuntansi, dan peristiwa Iuar biasa; dan

. Penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas

akuntansi meliputi SKPD, PPKD dan/atau SKPD/Unit Kerja
vang berstatus BLUD dalam rangka menyajikan laporan
keusngan Pemerintah Kota untuk tjuan umum  demi
meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan.

Pasal 5
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota vang diterapkan
adalah Kebijakan Akuntansi berbasis akrual.

Pasal &

Kebijakan akuntansi berbasis akrual sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 terdiri dari :

a. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kota Banda Aceh;

b. Kebijakan Akuntansi Nomor 01 mengenai Penyajian
Laporan Keuangan;

¢, Kebijjakan Akuntansi Nomor 02 mengenai Laporan
Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih;

d. Kebijakan Akuntansi Nomor 03 tentang Neraca;

Kebjjakan Akuntansi Nomor 04 tentang Laporan

Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas;

f, Kebijakan Akuntansi Nomor D5 mengenai Laporan Arus
Kas;

g. Kebijjakan Akuntansi Nomor 06 mengenal Catatan atas
Laporan Keuangan;

h. Kebijakan Akuntansi Nomor 07 mengenai Akuntans: Kas
dan Setara Kas;

i. Kebijakan Akuntansi Nomor 08 mengenai Akuntansi
Persediaat;

-
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j. Kebijakan Akuntansi Nomor 09 mengenai Akuntansi
Piutang;

k. Kebijakan Akuntansi Nomor 10 mengenai Akuntansi
Investasi:

l. Kebijakan Akuntansi Nomor 11 mengenai Akuntansi Aset
Tetap;

m. Kebijakan Aluntansi Nomor 12 mengenai Akuntansi Asct
Lainnya;

n. Kebjakan Akuntansi Nomor 13 mengenal Akuntansi
Kewajiban;

o. Kebijakan Akuntansi Nomor 14 mengenai Akuntansi
Pendapatan LO;

p. Kebijakan Akuntansi Nomor 15 mengenai Akuntansi
Pendapatan-LRA;

q. Kebijakan Akuntansi Nomor 16 mengenai Akuntansi

Beban;

r. Kebjakan Akuntansi Nomor 17 mengenai Akuntansi
Belanja;

s. Kebijakan Akuntansi Nomeor 18 mengenai Akuntansi
Transfer;

t. Kebijakan Akuntansi Nomor 19 mengenai Akuntansi
Pembiayaan;

u. Kebijakan Akuntansi Nomor 20 mengenai Akuntansi Dana
Cadangan;

v. Kebijakan Akuntansi Nomor 21 mengenai Akuntansi Zakat
dan/atau Infak;

w. Kebijakan Akuntansi Nomor 22 mengenai Akuntansi Dana
Bergulir; dan

x. Kebijakan Akuntansi Nomor 23 mengenai Akuntansi
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi,
Perubahan Estimasi Akuntansi, Operasi yang tidak
dilanjutkan dan Peristiwa Luar Biasa.,

Pasal 7
Penerapan Kebijakan berbasis akrual sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 mengikuti ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 8

1) Bagan Akun Standar merupakan pedoman bagi Pemerintah
Kota dalam melakukan kodefikasi akun yang mengambarkan
struktur laporan keuangan secara lenghap,

(2) Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan dalam pencatatan transaksi pada bulku jurnal,
pengkasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada
neraca saldo, dan penyajian pada laperan keuangan.

(3) Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dirinci sebagai berikut :

a. level 1 [satu) menunjukkan kode bab;

b. level 2 [dua] menunjukkan koede kelompok;

c. level 3 [tiga] menunjukkan kede jenis;

d, level 4 fempat) menunjukkan kode objek;

e. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian; dan
f. level 6 (enam) menunjukkan kode sub rincian.

{4) Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat {3) terdiri atas:
a. akun 1 (satu) menunjukkan aset;

b. akun...... ﬁg



b.akun 2 (dua) menunjukkan kewajiban;

cakun 3 (tiga) menunjukkan ekuitas;

.akun 4 (empat] menunjukkan pendapatan-LRA;

- akun 5 (lima) menunjukkan belanja;

akun 6 (enam) menunjukkan pembiayaan;
4. akun 7 [tujuh) menunjukkan pendapatan-LO; dan
h.akun 8 [delapan] menunjukkan beban;

[3) Bagan Akun Standar Pemerintah Kota Banda Aceh dan kode
alcun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayvat (9) akan
disajikan dalam suatu Lampiran tersendiri dalam Peraturan
Walikota Banda Aceh tentang Sistem Akuntans: Pemenntah
Kota Banda Aceh,

et B O PO 5

Pasal 9
Kebijakan akuntansi Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran | yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB I
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaltu, Peraturan
Walikota Banda Aceh Nomor 32 Tahun 2013 tentang Kebijakan
Akuntansi Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh
Tahun 2013 Nomor 13}, dicabut dan dinyvatakan tidak berlaku.

Pasal 11
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
penpundangan Peroturan Walikota ini depgan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Desember 2022 M
B Jumadit Akhir 1444 H
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